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PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PROVINSI SUMATERA UTARA

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan
di Indonesia. Dalam mendukung semangat keterbukaan informasi, Provinsi Sumatera Utara telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang
ditindaklanjuti  dengan penetapan Keputusan  Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera
Utara.

UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh
informasi publik. UU KIP mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam
menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan
dan dengan cara sederhana. Untuk memberikan pelayanan informasi, setiap badan publik
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah
menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID
Provinsi Sumatera Utara menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya SOP ini, diharapkan
implementasi UU KIP dapat berjalan efektif, sehingga hak dan kewajiban badan publik maupun
pemohon informasi dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuan UU KIP.

Dalam penerapan UU KIP di Provinsi Sumatera Utara terdapat istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP adalah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
peraturan pelaksanaan lainnya.

3. Badan Publik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemprovsu adalah satu entitas
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
perangkat daerah lainnya yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

5. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah
pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan,
pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang
terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

6. PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan
informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

7. PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan
informasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera.

8. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan PPID Utama .
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Pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah
susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk
tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan
yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh infonnasi dan dokumentasi publik
yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak termasuk
informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah
tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan
dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan
dokumentasi publik.

Sistem informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem
penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai
dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan layanan inforrnasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah
laporan yang berisi gambaran umum Kkebijakan teknis informasi dan dokumentasi,
pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan rekomendasi serta rencana tindak
lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan inforrnasi dan dokumentasi.

Forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah daerah
Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat FKPPID Provsu adalah wadah
komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan dan pengawasan PPID Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara.

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan
pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik.
Pemohon inforrnasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.



